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BUPATIKARANGASEM 
PROVINS! BALI 

PERATURAN BUPATI KARANGASEM 

NOMOR 26 TAHON 2017 

TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN 
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIKARANGASEM, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan penenmaan 
pendapatan daerah khususnya dari sektor Pajak Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, diperlukan 
penguatan administrasi pemungutan pajak daerah dengan 
menyusun prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan; 

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan, sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan keadaan dan nomenklatur Perangkat Daerah 
sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan 3angunan; 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

- 
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Menetapkan 
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Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5950); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 
2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 2); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 8); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 
BANGUNAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Karangasem 

3. Bupati adalah Bupati Karangasem. 

4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang 
selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem. 

5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang 
selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas 
Perolehan atas Tanah dan / atau Bangunan. 

6. Perolehan Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan adalah 
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 
diperolehnya Hak atas tanah dan / atau bangunan oleh 
orang pribadi atau Badan. 

7. Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan adalah hak atas 
tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bagunan 
diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang­ 
undang di bidang Pertanahan dan Bangunan. 

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut 
pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan Perpajakan Daerah. 

9. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/, Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

10. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat 
PPAT adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta 
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pemindahan Hak Atas tanah dan / atau bangunan. 

11. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten 
Karangasem. 

12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah pada Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem. 

13. Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga 
yang menerima pembayaran Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan terutang dari wajib pajak. 

14. Dokumen terkait Perolehan Hak Atas Tanah dan / atau 
Bangunan adalah dokumen yang. menyatakan telah 
terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan 
/ atau bangunan berupa surat perjanjian, dokumen jual 
beli, surat hibah, surat waris, dan lain- lain yang 
memiliki kekuatan hukum. 

15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 
yang telah dilalrukan dengan menggunakan formulir 
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan 
Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, 
jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran 
pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah 
Pajak yang masih harus dibayar. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat 
ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas 
jumlah Pajak yang telah ditetapkan. 

18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau 
denda. 

19. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat 
untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang 
Pajaknya. 

20. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang 
Pajak dan biaya penagihan Pajak. 

21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas 
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bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, 
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

22. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, 
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual 
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak 
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau 
nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. 

23. Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan 
adalah dokumen penetapan pemindahan Hak Atas 
Tanah dan / atau Bangunan dari satu pihak ke pihak 
lain. 

24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan 
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan 
penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan 
penyetorannya. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1) Sistem dan prosedur pemungutan BPHTB mencakup 
seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam 
menerima, menatausahakan, dan melaporkan 
penerimaan BPHTB. 

(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas 

Tanah dan / atau bangunan; 
b. prosedur pembayaran BPHTB; 
c. prosedur penelitian SSPD BPHTB; 
d. prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas 

Tanah dan / atau Bangunan; 
e. prosedur pelaporan BPHTB; 
f. prosedur penagihan; dan 
g. prosedur pengurangan. 

(3) Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah 
dan / atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a adalah prosedur penyiapan rancangan akta 
pemindahan hak atas tanah dan / atau bangunan 
sekaligus penghitungan besar BPHTB terutang Wajib 
Pajak. 
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(4) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b adalah prosedur pembayaran pajak 
terutang yang dilakukan oleh wajib pajak dengan 
menggunakan SSPD BPHTB. 

(5) Prosedur penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c adalah prosedur verifikasi yang 
dilakukan BPKAD atas kebenaran dan kelengkapan SSPD 
BPHTB dan dokumen pendukungnya. 

(6) Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah 
dan / atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf d adalah prosedur pendaftaran akta ke Kepala 
Kantor Pertanahan dan Penerbitan Akta oleh PPAT. 

(7) Prosedur pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi 
penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak. 

(8) Prosedur penagihan melalui penetapan STPD, SKPDKB / 
SKPDKBT, dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf f adalah prosedur penetapan STPD 
BPHTB, SKPDKB / SKPDKBT, dan Surat Teguran yang 
dilakukan oleh BPKAD. 

(9) Prosedur pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf g adalah prosedur penetapan persetujuan / 
penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang 
diajukan oleh Wajib Pajak. 

BAB III 

PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB 

Bagian Kesatu 

Prosedur Pengurusan Akta Pemindahan 
Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan 

Pasal 3 

(1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak Atas Tanah 
dan / atau Bangunan melalui PPAT / Pejabat Lelang sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Wajib Pajak menghitung dan mengisi SSPD BPHTB yang 
disiapkan oleh PPAT. 

(3) PPAT / Pejabat Lelang melakukan penelitian atas objek Pajak 
yang haknya dialihkan dan memeriksa kebenaran data objek 
pajak ke Kantor Pertanahan. 

(4) Kantor Pertanahan merupakan pihak yang mengelola basis 
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data pertanahan di wilayah Kabupaten Karangasem. 

Bagian Kedua 

Prosedur Pembayaran BPHTB 

Pasal 4 

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang 
dengan menggunakan SSPD BPHTB. 

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank atau tempat 
lain yang ditunjuk. 

(3) Bank atau tempat lain yang ditunjuk ditetapkan melalui 
Keputusan Bupati. 

Pasal 5 

Proses pembayaran BPHTB oleh wajib pajak : 
a. Wajib Pajak membayar BPHTB terutang dengan 

menunjukkan SSPD BPHTB pada Bank atau tempat lain 
yang ditunjuk; 

b. Bank atau tempat lain yang ditunjuk menandatangani 
SSPD BPHTB atau dokumen lain yang sah sebagai bukti 
pengesahan atas pembayaran BPHTB yang dilakukan 
oleh wajib pajak; 

c. Wajib pajak menerima SSPD BPHTB atau dokumen lain 
yang sah dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk. 

Bagian Ketiga 

Prosedur Penelitian SSPD BPHTB 

Pasal 6 

(1) Setiap Pembayaran BPHTB wajib dilakukan penelitian. 

(2) Penelitian SSPD BPHTB meliputi : 
a. kesesuaian nomor objek Pajak yang dicantumkan 

dalam SSPD BPHTB dengan nomor objek Pajak yang 
tercantum dalam fotokopi Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang (SPPT) atau bukti pembayaran PBB­ 
P2 lainnya dan pada basis data PBB-P2; 

b. kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang 
dicantumkan dalam SSPD· BPHTB dengan NJOP 
bu.mi per meter persegi pada basis data PBB-P2; 

c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang 
dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP 
bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2; 

d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai 
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perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena 
Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, 
BPHTB terutang atau yang harus dibayar; dan 

e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk 
besarnya pengurangan yang dihitung sendiri 

(3) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah 
wasiat. 

(4) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak 
diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di 
tempat. 

(5) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang 
disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib 
Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut. 

Bagian Keempat 

Prosedur Pendaftaran Akta Pemindahan 
Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan 

Pasal 7 

(1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran pemindahan hak atas 
Tanah dan/atau Bangunan dilengkapi dengan dokumen­ 
dokumen pendukung pendaftaran kepada PPAT. 

(2) PPAT mengajukan pendaftaran akta pemindahan hak atas 
Tanah dan/atau Bangunan dilengkapi dengan dokumen­ 
dokumen pendukung dari wajib pajak ke Kantor Pertanahan 
dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah 
dan/ atau Bangunan yang telah terdaftar di Kantor 
Pertanahan. 

(3) Kepala Kantor Pertanahan berwenang dan bertugas untuk 
memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran 
hak atas Tanah dan/ atau Bangunan dan memperbaharui 
daftar hak kepemilikan Tanah dan/ atau Bangunan. 

Bagian Kelima 

Prosedur Pelaporan BPHTB 

Pasal 8 

(1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh BPKAD. 

(2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi 
tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari 
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Pendapatan Asli Daerah. 

Pasal 9 

(1) Pelaporan oleh BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan / atau 
Bendahara Penerimaan dan / atau PPAT. 

(2) BPKAD menerima laporan penerimaan BPHTB dari Bank 
yang ditunjuk / Bendahara Penerimaan BPKAD. 

Bagian Keenam 

Prosedur Penagihan BPHTB 

Pasal 10 

(1) Penagihan BPHTB dilakukan untuk, menagih BPHTB 
teru.tang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak. 

(2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui penetapan STPD dan /atau SKPDKB 
BPHTB dan / atau SKPDKBT BPHTB. 

(3) STPD dan /atau SKPDKB dan SKPDKBT sebagimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran 
dan / atau Surat Paksa. 

Bagian Ketujuh 

Prosedur Pengurangan BPHTB 

Pasal 11 

(1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan 
disampaikan kepada Bupati melalui BPKAD untuk diteliti. 

(2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB IV 

FORMULIR PEMUNGUTAN BPHTB 

Pasal 12 

Bentuk formulir yang dipergunakan dalam sistem dan prosedur 
pemungutan BPHTB tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
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bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupat 
Karangasem Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur 
Pemungutan Bea Perolchan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomnor I0) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Darrah 
Kabupaten Karangasem. 

Ditetapkan di Amlapura 
pada tanggal 9 Mei 2017 

"1 BUc?tANGASEM 
/ 

(1 1 GUSTI AYU MAS SUMATRI 

Diundangkan di Amlapura 
pada tanggal O Mei 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, 

I GEDE ADNY,i!:,JLYADI 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 26 
% 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI KARANGASEM 
NOMOR 26 TAHUN 2017 
TENTANG 
SISTEM DAN PROSEDUR 
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN 
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

CONTOH BENTUK FORMULIR YANG DIPERGUNAKAN DALAM SISTEM DAN 
PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

NO KODE NAMMA 

1 2 3 

I. FORMULIR 

1 Model F-01 Surat setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan ( SSPD - BPHTB ) 

2 Model F-02 Permohonan penelitian SSPD - BPHTB 
3 Model F-03 Laporan Penerbitan Akta t 

4 Model F-04 Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB ( STPD - BPHTB ) 
5 Model F-05 Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Kurang Bayar 

( SKPD - BPHTB - KB ) 
6 Model F-06 Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Kurang Bayar 

Tambahan ( SKPD - BPHTB - KBT) 
7 Model F-07 SuratTeguran 
8 Model F-08 SuratPaksa 
9 Model F-09 Surat Permohonan 

(Pengurangan/Keringanan/ Pembebasan BPHTB) 
10 Model F-10 Surat Keputusan (Pengurangan/Keringanan/Pembebasan 

BPHTB) 
11 Model F-11 Surat Keputusan Penolakan 

(Pengurangan/Keringanan/Pembebasan BPHTB) 
12 Model F-12 Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran 

BPHTB 
13 Model F-13 Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Lebih Bayar 

( SKPD - BPHTB - LB ) 
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1 2 3 

IL. BUKU / DAFTAR 

1 Model B-01 Register SSPD - BPHTB 
2 Model B-02 Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara 

Penerimaan 
3 Model B-03 Register Surat Tanda Setoran 
4 Model B-04 Daftar SSPD - BPHTB yang kurang dibayar ( salah 

tulis dan / atau salah hitung ) 
5 Model B-05 Daftar SSPD - BPHTB yang tidak / kurang dibayar 
6 Model B-06 Daftar Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB ( STPD­ 

BPHTB) 
7 Model B-07 Daftar Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

( SKPD - BPHTB - KB ) 
8 Model B-08 Daftar Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Kurang 

Bayar Tambahan ( SKPD - BPHTB - KBT ) 
9 Model B-09 Daftar Surat Teguran 

10 Model B-10 Daftar Surat Paksa 

"' B�RANGASEI/' 

(l, 1GUSTI AYU MAS SUMATRI 



Pemerintah Kabupaten Karangasem 
' Badan Pen[elola Keuangan dan Aset 

Daerah 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

SSPD-BPHT 
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB ) 

Lembar 1 
Untuk Wajib Pajak 

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH : 
PERHATIAN : Bacalah petunjuk penglslan pada halaman belakang lembar fnl terlebih dahulu 

A. 1. Nama Wajib Pajak : I I I 
2. NPWP: L 
3. Alamat Wajjb Pajak : 
4. Link./Br. Dinas 
7. Kabupaten/Kota 

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : c DJ 
2. Letak tanah dan atau bangunan : 
3. Kelurahan/Desa 

Penghitungan NJOP PBB : 

□ 
5. Desa: 

4. Kecamatan 

[J 

6. Kecamatan 
8. Kode Pos 

□ 
5. Kabupaten : Karangasem 

[ l 

Luas NJOP PBB/M2 
Uraian tanah dan atau bangunan berdasarkan SPPT PBB tahun : NJOP PBB 

yang haknya diperoleh ·················· 
Tanah (Bumi) 6 M2 8 Rp. 10 Rp 

Bangunan 7 M2 9 Rp. 11 Rp 

NJOP PBB: 12 Rp 

14. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan 

15. Nomor sertifikat : 

DJ 13. Harga transaksi I Nilai pasar : 

c. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak ) 
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP ) memperhatikan nilai pada B.12 dan B.13 

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 

Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat I pemberian hak pengelolaan ) 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 

1 ► 
2► 

angka 1-angka 2 3 ► 
5% X angka 3 4 

50% Xangka 4 5 ► 
6 

Dalam rupiah 

D. JUMLAH SETORAN BERDASARKAN : D a. Perhitungan Wajib Pajak □ b. STPO BPHTB/SKPDB KURANG BAYAR/) 
SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN ) 

D c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : 

□d . 

E. PENYETORAN D a. Melalui Bendahara Penerima pada BPKAD 
D b. BPD Cabang Karangasem 

Rekening Nomor 

c. Kode Rekening 

Nomor: 

[El% serasanan Peraturan eupat No. 

Jumlah yang disetorkan : 

Tanggal: 

I Rp (dengan angka) I 
(berdasarkan perhitungan C.6 dan pilihan di D) 

F. PELAKSANA PEMBAYARAN 

a. Amlapura, 20 . 

Nama Lengkap dan tanda tangan 

b. MENGETAHUI; 

Nama Lengkap, stempel & tanda tangan 

c. Amlapura •......................... 20 .... 
OITERIMA OLEH 

Nama Lengkap, stempel & tanda tangan 

l:t! 1··•tt1·1·1·"''l''l't· '''T·•.• ,f•j"" "T" t[jilt='jj]" ij"}='ill}ij] jlfi};l[[~;',{'};':;ij}jll, 
:..:::.:.:::.:.:.:.;;:==============�=======i:.;. ::,� •i..;.: L;,;H�1-. 

:::::·;�-=;: '= ....;;;:- . ' ' ,,J,C,c l•;�f]� 
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Pemerintah Kabupaten Karangasen 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

( S5 'D-BPHTE ) 
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN I SPOP PBB ) 

Lembar 2 
Untuk PPAT 
sebagai arsip 

BADAN PENGELDLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH : 
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu 

A. 1. Nama Wajib Pajak : I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
2. NPWP: LL I I I I I I I I □ I I I I I I I I 
3. Alamat Wajib Pajak 
4. Link./Br. Dinas 5. Desa: 6. Kecamatan 

7. Kabupaten/Kota 8. Kade Pas 

B. 1. Namor Objek Pajak (NOP) PBB t t I I I I I I I I I I I I I I I I I □ 
2. Letak tanah dan atau bangunan : 
3 Kelurahan/Desa 4. Kecamatan 5. Kabupaten : Karangasem 

Penghitungan NJOP PBB: 
Luas NJOP PBB / M2 

Uraian (Diisi luas tanah dan atau bangunan ( Diisi berdasarkan SppT PBB tahun 
yang haknya diperoleh) terjadinya perolehan hak ) 

Luas X NJOP PBB /m2 

Tanah ( Bumi ) 6 M? 8 Rp 10 Rp 

Bangunan 7 M? 9 Rp. 11 Rp 

NJOP PBS: 
12 

Rp 

• 13. Harga transaksi / Nilai pasar: Rp 14, Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan 

15. Nomor sertifikat: 

C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak ) 
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP ) 
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang lerutang 
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan ) 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 

1 
2» 

angka 1- angka2 3» 
5%Xangka 3 4] 

50% X angka 4 5 ► 
6 ► 

Dalam rupiah 

0. Jumtah setoran berdasarkan : 
[] aPemungan ware Pajak 

[]srPDBPHTBsKPDB KURANG BAYARr 
SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN ") 

□ □d . 

Nomor: 

[]]% Berdasarkan Peraturan Bupati No 

Tanggal: 

c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi; 

E. PENYETORAN D a. Melatui Bendahara Penerima pada BPKAO 

D b. BPD Cabang Karangasem 
Rekening Nomor 

c Kode Rekening I I I I I I 
F. PELAKSANA PEMBAYARAN 

Jumlah yang disetorkan : 

l(dengan h,ruQ 

[ip (dengan angka) ] 

(berdasarkan perhitungan C.6 dan pilihan di D) 

a. Amlapura, 20. 

Nama Lengkap dan tanda tangan 

b. MENGE TAHUI; 

Nama Lengkap, stempel & tanda tangan 

c. Amlapura,.. . 20 . 
DITERIMA OLEH 

Nama Lengkap, stempel & tanda tangan 

any% dist oien 
petugas Badan 

Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah 
{It I 

Model F.01 
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.l l'crncrintah Ka\Jupatcn Karangascm SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 
J Badan Pengelola Keuangan dan Aset Lembar 3 Daerah BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

F5 
Untuk Kantor Pertanahan 

( SSPD-BPHTB ) sebagai lampiran 
permohonan pendaftaran 

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB ) 

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH : 
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu 

A. 1. Nama Wajib Pajak: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
2. N PWP: CT] I I I I I I I I □ I I I I I I I I 
3 Alamat Wajib Pajak 

4. Link./Br. Dinas 5. Desa: 6. Kecamatan 

7. Kabupaten/Kota 8. Kode Pos 

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBS IT] [I] I I I I I I I I I I I I I I I I I □ 
2. Letak tanah dan atau bangunan: 

3. Kelurahan/Desa 4. Kecamatan 5. Kabupaten : Karangasem 

Penghitungan NJOP PBS : 
Luas NJOP PBB / M2 Luas X NJOP PBS/ m2 

Uraian (Diisi luas tanah dan atau bangunan ( Diisi berdasarkan SPPT PBS tahun 

yang haknya diperoleh ) terjadinya perolehan hak ) 

Tanah ( Bumi ) 6 M 8 Rp. 10 Rp 

Bangunan 7 M° 9 Rp. 11 
Rp 

NJOP PBB: 
12 Rp 

14. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan [I] 13. Harga transaksi / Nilai pasar: Rp 

15. Nomor sertifikat: 

C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghilungan Wajib Pajak ) Dalam rupiah 

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP ) 1 
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 2 ► 
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka 1- angka 2 3 ► 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% X angka 3 4p 

Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan ) 50% X angka 4 5 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6 

D. Jumlah setoran berdasarkan: 
[]aPeritungan wab Pajak 

□ b. STPD BPHTB/SKPDB KURANG BAYAR/') Nomor: Tanggal: 
SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN ) -- -- ----- --- 

□ c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : LI Berdasarkan Peraturan Bupati No. ----- 

□ d. 

E. PENYETORAN □ a. Melalui Bendahara Penerima pada BPKAD Jumlah yang disetorkan: [ig (dengan angka) [ 

□ b. BPD Cabang Karangasem (berdasarkan perhitungan C.6 dan pilihan di D) 

Rekening Nomor l(dengan hmun 

I c. Kode Rekening I I I I I I 
F. PELAKSANA PEMBAYARAN 

a. Amlapura, . ................ ...... 20. b. MENGETAHUI; C Amlapura,.. . ...... 20. 
DITERIMA OLEH 

Nama Lengkap dan tanda tangan Nama Lengkap, stempet & tanda tangan Nama Lengkap, stempel & tanda tangan 

I I' 111 . .I' ,,,, il'i' [! _gig _ 
Hanya diisi oleh ► I Nomor Dokumen LILLI I I I I I I I I I I I I , 

petugas Badan ' le l a l ' - ' • I 
Pengelola Keuangan 

NOP PBB Bar: LL I I I I I I I I I I I I □ dan Aset Daerah t 
% f ' I pit I t Int ' ,, 

Model F.01 



Pemerintah Kabupaten Karangascn 

adan Pngelola Keuangan dan Aset 
Dacrah 

( SSB ) 

Lembar 4 
Untk: Bidang Pendapatan I 

sebagai lampiran 
permohonan penelitian 

S$PD BPHTB BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB ) 

SURAT SETORAN 

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN : 
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman bolakang lembar ini terlebih dahulu 

A. 1. Nama Wajib Pajak : I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
2. NPWP: tr I I I I I I I I □ I I I I I I I I 
3. Alamat Wajib Pajak : 
4. Link./Br. Dinas 5. Desa: 6. Kecamatan: 

7. Kabupaten/Kota : 8. Kode Pos : 

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP} PBB : tr c1 I I I I I I I I I I I I I I I I I □ 2. Letak tanah dan atau bangunan : 
3 Kelurahan/Desa 4. Kecamatan 5. Kabupaten : Karangasem 

Penghitungan NJOP PBB : 

Uraian 
L u a s NJOP PBB / M2 

(Diisi luas tanah dan atau bangunan ( Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun 
yang haknya diperoleh ) terjadlnya perolehan hak) 

Luas X NJOP PBB Im2 

Tanah (Bumi) 

Bangunan 

6 

7 

M 8 Rp. 

9 Rp. 

NJOP PBB: 

10 Rp 

~4IRo:. 

12 Rp 

14. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan 

15. Nomor sertfikat : 

t 13. Harga transaksi / Nilai pasar : [@g 

C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak ) 
Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) 
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan ") 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 

1 ► 
2 

angka 1- angka2 3.» 
5% Xangka3 4 » 

50% X angka 4 5i 
6 ► 

Dalam rupiah 

D. Jumlah setoran berdasarkan : D a. Perhitungan Wajib Pajak □ b. STPD BPHTB/SKPDB KURANG BAYAR/*) Nomor: 
SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN ") 

[] e. Penourangan aiming senii meojaat: [[]% serdasanan Peratran Bupa No. 

□d . 

Tanggal : 

c. Kode Rekening [III 

Jumlah yang disetorkan : [@p (dengan angko) [ 

(berdasarkan perhitungan C.6 dan pilihan di D) 

I 

E. PENYETORAN D a. Melalui Bendahara Penerima pada BPKAD 

0 b. BPD Cabang Karangasem 
Rekening Nomor 

F. PELAKSANA PEMBAYARAN 

a. Amlapura, 20 . 

Nama Lengkap dan tanda tangan 

b. MENGETAHUI; 

Namna Lengkap, stempel & 1anda Langan 

c. Amlapura 20 . 
DITERIMA OLEH 

Nara Lengkap, stempel & tanda tangan 

Model F.01 



Lembar 5 
SURAT SETORAN Pemerintah Kabupaten Karangascm 

adan Pcngclala Keuangan dan Asct 
Dacrah BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

KA~NGASEM Untuk Bank yang ditunjuk 

«a%. ( SSB) naoros»a 

- 
. ?,I � __ _._ __ 

s_e_R_F_u_N_G_s_1_s_e_s_A_G_A_ 1 _s_u_R_A_T_P_E_M_B_E_R_ IT__.A_H_u_A_N_o_s_J.._E_K_PA_ J_A_K 
__ _.__ __ 

s_ ·c1- ia- ga- i ·_ "�_ :it- 1 

-� 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB ) 

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH : 
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu 

A. 1. Nama Wajib Pajak : I I I 
2. NPWP: [TI 
3. Alamat Wajjib Pajak : 
4. Link./Br. Dinas 
7. Kabupaten/Kola : 

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : tr LI 
2. Letak tanah dan atau bangunan : 
3. Kelurahan/Desa 

Penghitungan NJOP PBB : 

[l 

□ 
5. Desa: 

4. Kecamatan 

1 I 

6. Kecamatan: 
8. KodePos : 

[] □ 
5. Kabupaten : Karangasem 

Uraian 
Luas 

(Diisi luas tanah dan atau bangunan 
yang haknya diperoleh ) 

NJOP PBB / M2 Luas X NJOP PBB / m2 
( Diisi berdasarkan SPPT PBB lahun 

terjadinya perolehan hak ) 

14. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan 

Tanah ( Bumi ) 

Bangunan 

6 

7 

M? 8 Rp. 10 Rp 

M 9 Rp. 11 Rp 

NJOP PBB: 12 Rp 

LI 13. Harga transaksi I Nilai pasar : [so 
15. Nomor sertifikat: 

C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajlb Pajak ) Dalam rupiah 
Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) 1) 
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 2 
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka 1- angka 2 3 
Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% Xangka 3 41 
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat I pemberian hak pengelolaan ) 50% X angka 4 5/ 
Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan yang harus dlbayar 6 ► 

D. Jumlah setoran berdasarkan : 
[] a. Permitungan waj Pajak 

[] bSTPDBPHTBSKPDB KURANG BAYARI) Nomor: 
SKPDB KURANG BAY AR TAMBAHAN ") 

[]c Pengurangan inhiung seni menjar: [[_l serasanan Peraturan Burau No. 

Tanggal: 

□d . 

(berdasarkan perhitungan C.6 dan pilihan di D) 

E. PENYETORAN D a. Melalui Bendahara Penerima pada BPKAD 
D b. BPD Cabang Karangasem 

Rekening Nomor 

c. Kode Rekening 

Jurlah yang disetorkan : (dengan angka) ] 

I 
F. PELAKSANA PEMBAYARAN 

a. Amlapura 20 . b. MENGETAHUI; c. Amlapura, 20... 
OITERIMA OLEH 

Nana Leng aan lnaa tan,an Nama Lengap, stempel & tanda tangan Nama Lengkap, stempel & tanda tangan 

::' 



Pemerintah Kabupaten Karangasen SURAT SETORAN 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Lembar 6 Daerah BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

�- Untuk Bank yang ditunjuk/ 

( s s B ) Bendahara Penerimaan 
sebagai laporan kepada 

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Bidang Akuntansi dan 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBS ) Pelaporan 

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH: 
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu 

A. 1. Nama Wajib Pajak: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
2. NPWP: _I I I I I I I I I □ I I I I I I I I 
3. Alamat Wajib Pajak : 
4. Link./Br. Dinas 5. Desa: 6. Kecamatan: 
7. Kabupaten/Kota : 8. Kode Pos : 

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB [I] rn I I I I I I I I I I I I I I I I I □ 2. Letak tanah dan atau bangunan : 
3. Kelurahan/Desa 4. Kecamatan 5. Kabupaten : Karangasem 

Penghitungan NJOP PBB : 
Luas NJOP PB8 /M2 Luas X NJOP PBB / m2 

Uraian (Diisi luas tanah dan atau bangunan ( Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun 
yang haknya diperoleh) terjadinya perolehan hak ) 

Tanah ( Bumi) 6 M? 8 Rp. 10 
Rp 

Bangunan 7 M 9 Rp 11 
Rp 

NJOP PBS: 12 Rp 

14,Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan cI 13. Harga transaksi I Nilai pasar : Rp 

15. Nomor sertifikat: 

C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak ) Dalam rupiah 
Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP) 1 
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP) 2 ► 
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka 1- angka 2 3 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% X angka 3 4b 
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan ) 50% X angka 4 5 ► 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6 ► 

D. Jumlah setoran berdasarkan; D a. Perhitungan Wajib Pajak 

□ b. STPD BPHTBISKPDB KURANG BAYAR/) Nomor: Tanggal: 
SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN ) - - - 

I c Penquranan dihitung sendiri menjadi [I Berdasarkan Peraturan Bupati No. 

□ d ... ······· ................ .... ········ 
E. PENYETORAN □ a. Melalui Bendahara Penerima pada BPKAD Jumlah yang disetorkan : [@p (dengan angka) [ 

□ b. BPD Cabang Karangasem (berdasarkan perhitungan C.6 dan pilihan di D) 
Rekening Nomor l(dengan huruf) 

I c. Kode Rekening I I I I I I 
F. PELAKSANA PEMBAYARAN 

a. Amlapura, ....... ..... ........... 20 .... b. MENGETAHUI; c Amlapura, . ...... ................ 20.. 
DITERIMA OLEH 

Nata Nama Lengap. stempel & tanda ta0gan Nama Lengkap, stempet & tanda tangan 

Hanya isr oleh ' r 

Nomor Dokumen c DD I I I I I I I I I I I I I I I I I petugas Badan ► I 
Pengelola Keuangan 

NOP PBB Bar: ,iq'.lf;:'.: I 
c1 DD I I I I I I I I I I I I I □ [i an Aset Daeran ' i I I e Al j f I - . ... 

Model F.01 



Nomor 
Lampiran 
Hal 

: 1(satu) set 
: Penyampaian SSPD BPHTB unluk diteliti 

Dengan Hormat, 
Yang bertandatangan di bawah ini : 
Nama Wajib Pajak 
ewe LE] CI] 
Alamat 

................................ , 20 . 

Kepada 
Yth. Kepala Badan Pengelola Keuanagan dan 

Aset Daerah Kabupaten Karangasem 
Di 

Amlapura 

(II CIIII] LI1 
..............................�.........-.................-.........-............................-...... 

Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak alas tanah danlatau bangunan 
sebagai berikut: 
voe LI LI LIL CI LIL III1J L 
Alamat 
Desa/Kelurahan 
Kabupaten 

..............«....................«....-«. 
.................................................-....................................................... 

..............................�..........................-............................ 

Terlampir dokumen sebagai berikut : 
(1) SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) / SSPD-BPHTB disertai Bukti 

Penerimaan Daerah (BPD)") 
(2) Fotokopi SPPT atau STTS/ Suk ATM bukti pembayaran PBB/ Bukti Pembayaran PBB 

lainnya tahun ............. ) 
(3) Fotokopi idenlitas Wajib Pajak berupa .. 
(4) Surat Kuasa dari Wajib Pajak ") 
(5) Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak ) 
(6) Fotokopi Kartu NPWP 
(7) . 

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian sebagaimana mestinya. 

Hormat kami, 

:#55: RE±FEiET1AN 
Setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan SSPD.-BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak, 
dengan ini kami menyatakan bahwa : 
- Data objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai [_] 
- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai 0 
- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan telah engka [l 

20 
A.n. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Karangascm 
PPTK 

Keterangan : 
) coret yang tidak perlu 
) dalam hal dikuasakan 

Model F - 02 



LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT 
Bulan ............... TAHUN 20 ..... 

Nama PPAT Kepada Yth. 
Alamat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
NPWP Kabupaten Karangasem 
Daerah Kerja 

AKTA BENTUK NAMA, ALAMAT, DAN NPWP LUAS (M2) HARGA SPPTPBB SSP SSPDBPHTB 
NO PER­ PIHAK JENIS DAN LETAK TRANSAKSI 

URUT BUATAN YANG PIHAK NOMOR TANAH PERO LEHAN/ KETERANGAN 
HUKUM MENGALIHKAN/ VANG HAK DAN TANAH BANGUNAN PENGALIHAN NOP NJOP TANGGAL (Rp) TANGGAL (Rp) 

NOMOR TANGGAL 
MEMBERIKAN MENERIMA BANGUNAN HAK TAHUN (Rp) 

(Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

.......................................««.......... ..................... 20 ...... 

Nama PPAT 

Model F -03 



---- SURATTAGIHAN PAJAK DAERAH dan Pengelae Kou.ngan don Ast Oeeh Nomor : 
4 Maten Any rta Ne. f0 Al@rs 

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Tanggal : 

(STPD - BPHTB) 
• I 

Nama Wafib Pajak ' L : 
Alamat : Br/Lngkungan : Desa/Kel. : 

Kecamaten : Kabupaten : Karangasem 

NPWPD c I I I I I I I I I ' r I I I I 
Letak Tanah dan 
atau Bangunan : Br/Lingkungan : Deso/Kel. : 

Kecamatan : Kabupaten : Karangasem 
NOP PBB c L I I I I i I I I I I I I I I I I I L 

l, Berdasarkan pass!l 11 Perturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Thun 2011, telah dilakukan penelitlan/pengecekan pelaksanaan kewaflban 
melunasl BPHTB atAS SSPD- BPHTB tanggal: ·....... Kode Rekenlng I I I I I I I dan ternyata terdapat : (tidak atau 
kurang dbayar / salah tulis atau salah h!tung /dkenakan bunga ). 

II. Dari penelltlan / pengecekan tersebut dlatas, perhltungan [umlah yang maslh harus dibayar adalah sebagal berikut : 

NO URAIAN Jumlah Keterangan 
(Ro) 

1 2 3 4 4 

1/BPH7TB terutang 
2[BPHTB yang telah dlbayar 
3[BPHTB yang tldak/kurang dibayar (1-2) 
4/Sanksl administratlf 

- bunga 2% per bulan 
SJBPHTB yang maslh harus dibayar (34+4) 

Dengan Huruf: I I 

PSHATAN Amlapura, 20..... 
1. Harap pembayaran dilakukan melalu) Bendahara Penerimaan Dispenda A.n Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

atau Bank Pembangunan Daerah Ball Cabang Karangasem dengan Kabupaten Karangasem 
menggunaksn S$PD-BPHTB paling lamb»t 30 (tiga puluh) hari sejak Kepala Bldang Pendapatan II, 
tanggal STPD-BPHTB In} diterlma. 

2 Apab!la STPD-BPHTB In} tidak atau kurang dibayar setelah lewat 30 (tlga 
puluh) ha»ri sejak STPD-BPHTB In) diterima, dikenakan sanksl NI. 
administratlf berupa bungasebesar 2% (dua persen) per bulan. 

·) coret yang tidak perlu. ...«...«......« Gunting dislnl ·--------------------------------------------------- 
$7PD-8PHTB Nomor : 

Tanggal : 
TANDA TERIMA 

Nma : 
Alamat c NPWPD I I I 

• 
I I I I I I c I I I I 

20........ 
Yang menerima, 

Model F-04 
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% Pemerth etupcte Kerger SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH ads eaglets tangs e Ast Deh Nomor : 
A ptn k rt ta. 1Artur 

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Tanggal : 

KURANGBAYARTAMBAHAN 

(SKPD - BPHTB - KBT) 

Nama Wa[lb Pajak : 
Alamat : Br/ungkungan : Desa/kKel. : 

Kecamatan : Kabupaten : Karangasem 

NPWPO : L I I I I I I I I I I L I I I I 
Letak Tanh dan 
atau Bangunan : Br/ungkungan : Desa/Kel. : 

Kecamatan : Kabupaten : Karangasem 

NOPPBB : c cr i I I I I I I I I I I I I I I I I c 
I. Berdasarian pasal 170 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, telah dllakukan pemeriksaan atau keterangan lain untuk pelaksanaan kewajban 

membayar BPHTB atas SSPD- BPHTB-KB Nomar:. .targgal:. Kote Rekening [ T T [ [ [ [] 
ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terunglap yang menyebaban penambahan jumlah BPHTB setelah SKPD -BPHTB - KB. 

l. Dari pemerlksasn atau keterangan lain tersebut dlatas, perhitungan jum!ah yang maslh harus dibayar adalazh sebagal berlkut: 
1. Jumlah BPHTB terutang : Rp 
2. Perhltungan penyetoran/pengurangan : 

a. Telah disetor/dibayer : Rp 
b. Mendapat pengurangan :Rp 
c. Kompensaslkelebihan dari masa pa[aksebelumnya ;p _. 
d. Jumlah perhitungan penyetoran/pengurangan ; p _ 

3. Jumlah pokok BPHTB kurang dibayar (1-2) : Rp 
4. Sanksl administratlf : 

Bunge 2% 
Jum!ah Sanks! administratif 

5. tum!ah BPHTB yang maslh harus dibayar (344) 

Dengan huruf ] 

:Rp ----------- 
Rp ----------- Rp 

I 

PERHATAN 
1. Harap pembayaran dllakukan melalul 8endahara Penerimaan Dispenda etau Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem dengan 

menggunakan $$PD-BPHTB paling lambat 30 (tlga puluh) hari sejask tanggal SKPD-BPHTB-KBT Ini diterima. 
2. Apabi!a SPD-BPHTB-KB ini tidak atau kurang dibayer setelah lewat 30 (tiga puluh) hari se]ak SKPD-BPHTB-KBT ini diterima, dikenakan senksl 

administratlf berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan. 

Amlapura, »u++«mm++or»+.....20......, 
A.n Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Karangasem 
Kepala 8ldang (PPTK) 

NIP. 

«ease«ea«ace«ewe«dee«di«Rf.nu.fl6fl er«roe«ea» ea«a«««» ad«« a«ea«ea«««wee 

SKPD-BPHTB-KBT 

TANDA TERIMA 

Nomor : 
Tangga! : 

Nama 
Alamat 
NPWPD 

Model F-06 

·LJLIIJIIIIII LI CIIJ 
----------- 20 ........ 
Yang menerlma, 



PEMERINT AH KABUPA TEN KARANGASEM 
BADANPENGELOLAKEUANGANDANASETDAERAH 

JL. Kapten Jaya Tirta No 10, Telp. No. (0363) 21548, Fax. No. (0363) 22102 
AMLAPURA - 80811 

Kepada Yth. 
Nama 
Alamat 
NPWPD 

SURAT TEGURAN 
Nomor: . 

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara belum membayar atau masih mempunyai tunggakan pajak sebagaimana tercantum 
di bawah ini : 

Jenis Pajak Tahun Pajak STPD-BPHTB/SKPD-BPHTB-KB/SKPD-BPHTB-KBT ) Tanggal Jumlah 
NOMOR TANGGAL Jatuh Tempo Tunggakan (Rp) 

1 2 3 4 5 6 

JUMLAH 

Dengan Huruf: I I 

Untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, maka diminta 
kepada Saudara agar melunasl jumlah tunggakan BPHTB tersebut dlatas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima surat 
teguran ini. 

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami. 

PERHA TIAN 

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 
7 (TUJUH) HARI SETELAH 
TANGOAL SURAT TEGURAN INI. 

8ESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, 
TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUT • 
KAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA 

) coret yang tidak perlu 

Model F -07 

Amlapura, 20 .. 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan 
Aset Daerah Kabupaten Karangasem 

NIP. 



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM 
BADANPENGELOLAKEUANGANDANASETDAERAH 

JL. Kapten Jaya Tirta No 10, Telp. No. (0363) 21548, Fa. No. (0363) 22102 
AMLAPURA - 80811 

SURAT PAKSA 
Nomor: . 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

BUPATT KARANGASEM 

Nama Wafib Pajak/ 
Penanggung Pajak 
Alamat 

NPWPD ·L c 
Menunggak pa]ak sobagaimana tercantum di bawah inl: 

Jenis Pajak Tahun Pajak STPD BPHTBISKPD-BPHTB-KB'SKPD-BPHTB.-K9T ) Jumlah Tunggakan 
(Ro) 

JUMLAH 
Dengan Huruf : I I 

Dengan ini: 
memerintahkan Wajib Pajak/Ponanggung Pajak untuk membayar [umlah Tunggakan Pajak tersebut ke Bendahara Penerimqan 
Dines Pendapatan Daerah atau Bank Pembangunan Daerah Ba~ Cabang Karangasem, ditambah dengan blaya penagihan dalam 
waktu 24 (dua puluh ompat ) jam setelah pemboritahuan Surat Paksa ini. 

Memerintahkan kepada juru sita yang melaksanakan Surat Paksa in! atau juru slta yang lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan 
Surat Paksa untuk molaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak, apabila dalam waktu 24 (dua 
puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi. 

PERHATIAN 

PAJAK HARUS O!LUNABI DALAM WAK'TU 
2 24 4AM BETELAH MENERIMA SURAT 
PAKSA IN1. SEBUDAH BATAS WAKTU ITU, 

TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN 
DENGAN PENYTTAAN. 

(Pana! 11 LU, N. 19 Tehun 1$97) 

") coret yang tidak perlu 

Model F - 08 

Amlapuma, ••••• 20 ..... 

A.n Bupati Karangasem 
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan 
Aset Daerah Kabupaten Karangasem 

NIP. 



PEMERINT AH KABUPA TEN KARANGASEM 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

JL. Kapten Jaya Tirta No 10, Telp. No. (0363) 21548, Fax. No. (0363) 22102 
AMLAPURA - 80811 

Nomor 
Lampiran 
Hal Permohonan (Pengurangan/Keringanan/ 

Pembebasan BPHTB) 

................................ , 20 . 

Kepada 
Yth. Bupati Karangasem 

c.q Kepala Badan Pengelola Keuangan den Aset 
Daerah 

di 
Amlapura 

NPWPD D c 

Desa/Kel 
Kabupaten 

Desa/Kel 
Kabupaten 

Dengan Hormat, 
Yang bertanda tangan dl bawah ini: 
Nama 
Alam at Br/Llngkungan 

Kecamatan 
Jalan 

bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak : 
Nama 
Alam at Br/Lingkungan 

Kecamatan 
Jalan 

mengajukan Surat Permohonan (Pengurangan/Keringanan/Pembebasan BPHTB ) sebesar . 
atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan 

Nomor 
NOP 
Letak tanah dan/atau bangunan di : 
Banjar/Lingk. : 
Kecamatan 

dengan alasan : 
1 . 
2 . 
3. Dst. 

Tanggal 

Desa/Kelurahan 
Kabupaten Karangasem 

Demiklan agar kiranya Bapak dapat menyetujui, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. 

) sesuaikan yang dimohon 
·) sesuaikan dengan pemberian hak 

Model F - 09 

Hormat Saya, 



$sew 

L 

BUPATI KARANGASEM 

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM 
NOMOR ...., TAHUN .. 

TENTANG 

PEMBERIAN PENGURANGANIKERINGANANIPEMBEBASAN 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGASEM 

Tanggal 

Desa/Kel 
Kabupaten 

Membaca Surat Permohonan • Nomor: 
Atas Nama 
Alamat Br/Lingkungan 

Kecamatan 
Jalan 

NPWPD L c 
Menimbang ;a 

b 
c 

Mengingat 1. 
2. 0st 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 

PERTAMA (Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian ) Surat Permohonan 
Nama Nomor 
Tanggal Alamat 

NPWpp 0 cL 
atas perolehan hak atas tanah dan atau banqunan 

Nomor 
NOP 
Letak tanah dan atau banqunan di 

Br/Lingkungan 
Kecamatan 

Tanggal 

Desa/Kel 
Kabupaten 

KEDUA Permohonan yang dikabulkan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah sebagai benikut: 
a. BPHTB yang terutang Rp 
b (Pengurangan/Keringanan/Pembebasan ) Rp_ 
c BPHTB yang masih harus dbayar (a-b) Rp 

(.. . ) 

KE TIGA Memenuhi pembayaran BPHTB yang masih harus dbayar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA 

KEEMPAT Apabila dikemudian hani ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestnya 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

Amlapura 

BUPATI KARANGASEM 

)sesuaikan dengan yang dimohon 
) sesuai pembenan hak 

Model F- 10 



w 
BUPATT KARANGASEM 

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM 
NOMOR ..........so......... TAHUN . 

TENTANG 

PENOLAKAN (PENGURANGANKERINGANANPEMBEBASAN) 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT KARANGASEM 

Menbaca : Surat Pormohonan ........ , Nomor : Tangga!: 
Ates Nama 
Alamat Br/L.ngkungan Desa'Kel 

Kecamatan Kabupaten 
Jalan 

NPWPO L I c 
Menlmbang : a. 

b. 
C. 

Menglngat 1. 
2. Dst. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 

PERTAMA Menolak Surat Permohonan 
Nama 
Tanggal 

Nomor 
Alamat 

NPWPD El L II][TT' LI(I1 

KEDUA 

alas perolehan hak atlas tanah dan atau bangunan 

Nomor 
NOP : 
Letak tanah dan atau bangunan di: 

Br/ingkungan 
Kocamatan 

Memenuh} pombayaran BPHTB sesual dengan ketentuan. 

Tanggal 

Desa/Ke! 
Kabupaten 

KETIGA ; Apablla dikemudian hard temyata terdepat kekellruan dalam keptusan in! akan dilakukan perbalkan sebagalmana mestinya. 

DItotapkan dl : Amlapura 
Pada tanggal : 

BUPAT! KARANGASEM 

") sesualkan dongan yang dimohon 
·) sesualkan dengan pemborian hak 

Model F- 11 



Nomor 
Lampiran 
Hal Permohonan Pengembalian Kelebihan 

Pembayaran BPHTB 

Dengan Hormat, 
Sesuai dengan (SSPD-BPHTB/SK Keberatan/Putusan Banding ) Nomor : 
terjadi kelebihan pembayaran oleh Wajib Pajak : 
Nama 
Alamat Br/Lingkungan 

Kecamatan 
Jalan 

................................ , 20 . 

Kepada 
Yth. Bupati Karangasem 

c.q Kepala Badan Pengelola Keuangan dar 
Aset Daerah Kabupaten Karangasem 
Di 

Amlapura 

Tanggal: 

Desa/Kel 
Ka bu paten 

NPWPD L CI (IIIIJ LI III 
Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Pembayaran BPHTB sebesar Rp. 
( ) dengan alasan terjadinya kelebihan tersebut adalah sebagai berikut : 

a. BPHTB yang terutang sebenarnya 
b. Setoran dengan SSPD-BPHTB 

Tanggal: 
c. Kelebihan setoran BPHTB 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. 

Hormat saya, 

) sesuaikan 

Model F- 12 



e Pereritsh Kabupaten Karangasen SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Badan Pongelola Nomor : 
Keuangan dan BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Aset Daerah Tanggal : 

Kabupaten Karangasem LEBIH BAYAR 

{SKPD- BPHTB- LB) 

Nama Wajlb Pajak : 
Alamat : Br/Lingkungan : Desa : 

Kecamatan : Kabupaten : Karangasem 

NPWPD : D I I I I I I I I I I r I I I I 

I. Berdasarkan pasal 170 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain untuk pelaksanaan kewajiban 
membayar BPHTB atas SSPD - BPHTB Nomor : tanggal: Kode Rekening : I I I I I I I 

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagal berikut : 
1. Jumlah BPHTB terutang : Rp 
2. Setoran yang dilakukan : Rp 
3. Jumlah kelebihan pembayaran (2-1) : Rp 
4. Sanksi Administratif : 

a. Bunga 2% : Rp 
b. Kenaikan 100 % : Rp 
c. Jumlah Sanksi Administratif : Rp 

5. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (3 +4) : Rp 

Dengan huruf I I 

Amlapura, 20 ....... 
A.n Kepala Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Karangasem 
Kepala Bidang Penetapan, 

NIP. 

...«..«.«.....« Gunting disini ....•...... «............-«........-...« 
SKPD-BPHT8-LB Nomor : 

Tanggal : 
TANDA TERIMA 

Nama : 
Alamat : 
NPWPD : D I I I I I I I I I I c I I I I ............................. , ... 20........ 

Yang menerima, 

Model F-13 



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM 
BADANPENGELOLAKEUANGANDANASETDAERAH 

JL. Kapten Jaya Tirta No 10, Telp. No. (0363) 21548, Fax. No. (0363) 22102 
AMLAPURA-80811 c 

REGISTER SSPD BPHTB 
TAHUN ANGGARAN 20 ... 

No. No.STS Tanggal Kode Rekening Uraian Jumlah Penyetor Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Mengetahui/Menyetujui 
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asel Daerah 

Kabupaten Karangasem 

Amlapura, 20 . 

Bendahara Penerimaan 

Nama 
NIP . 

Model B - 01 

Nama 
NIP . 



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

JL. Kapten Jaya Tirta No 10, Telp. No. (0363) 21548, Fax. No. (0363) 22102 
AMLAPURA-80811 

BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN 
BENDAHARA PENERIMAAN 

TAHUN ANGGARAN 
BULAN 

Penerimaan Penvetoran 
No Tanggal No. Bukti Cara Pembayaran Kode Uraian Jumlah Tanggal No.STS Jumlah Keterangan 

Rekenina 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kas di Bendahara 
-SaldoAwal 
- Jumlah Penerimaan 
- Jumlah yang Disetorkan 
Saide Kas di Bendahara Penerimaan 
Terdiri 

a. Tunai Sebesar 
b. Bank Sebesar 
c. Lainnya 

......................... 

Mengetahui/Menyetujui 
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Karangasem 

Nama 
NIP. 

Model 8-02 

Amlapura, 20 . 
Bendahara Penerimaan 

Nama 
NIP. 



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

JL. Kapten Jaya Tirta No 10, Telp. No. (0363) 21548, Fax. No. (0363) 22102 
AMLAPURA-80811 

REGISTER SURAT TANDA SETORAN 
TAHUN ANGGARAN 20 ..... 

No. No.STS Tanggal Kode Rekening Uraian Jumlah Penyetor Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Mengetahui/Menyetujui 
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Karangasem 

Nama 
NIP . 

Model B - 03 

Amlapura, .......... 20 .. 

Bendahara Penerimaan 

Nama 
NIP . 







, .. _,,,, ... __ DAFTAR SURATTAGIHAN PAJAK DAERAH Badn Pengeloln eunng d Ast Drat Masa Pajak : 
A1. Kapten Jsya Trta Na. t0 Atnpura 

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Tahun Pajak : 

(STPD - BPHTB) 

BPHTByang Tanggal 

No 
STPD-BPHTB Nama & Alamat Letak Tanah dan/ NPWPD BPHTB yang Tidak/ Sanksi Masih Harus Dlterlmanya Keterangan 

Wajib Pajak Bangunan Kurang Dibayar Administratlf Dibayar STPD-BPHTB 
Tanggal Nomor (Rp) (Rp) OlehWP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Jumlah masa paiak ini 
Jumlah s.d masa pajak sebelumnya 
Jumlah s.d masa pajak Ini 

Amlapura, ........................... 20 ..... 
Mengetahui 

Kepala Bidang (PPTK) 
Pada Badan Pengelola Keuangan dan Asel Daerah Kasubid Penagihan .... 

Nama Nama 
NIP .................................... NIP ............................. 

Model B- 06 



• .._ .... .._......,,.m w 

Baden Pengelota eunye d Ast Otrph DAFTAR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Masa Pajak : 
AL. ate 4rye Trt Na. 10 Art«pr 

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Tahun Pajak : 

KURANG BAYAR 

(SKPD - BPHTB - KB) 
BPHTB yang Tanggal 

No SKPD-BPHTB-KB Nama & Alamat Letak Tanah dan/ NPWPD Pokok BPHTB yang Sanksi Masih Harus Diterimanya Keterangan 
Wajib Pajak Bangunan Kurang Dbayar Admlnlstratlf Dibayar SKPD-BPHTB-KB 

Tanggal Nomor (Rp) (Rp) (Rp) OlehWP 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 

Jumlah masa pajak inl - - 
Jumlah s.d masa pa]ak sebelumnya 
Jumlah s.d masa pajak inl 

Amlapura, ........................... 20 ..... 
Mengetahui 

Kepala Bidang (PPTK) 
Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kasubid........... 

Nama Nama 
NIP .................................... NIP ............................. 

Model B-07 



r 

................ __ - � 
Baden Pengeiola Kuangan den Aset Daereh DAFTAR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Masa Pajak : 

4I, Kapten Jsya Trta Amtapura 

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Tahun Pajak : 

KURANG BAYAR TAMBAHAN 

(SKPD - BPHTB - KBT) 
BPHTB yang Tanggal 

No 
SKPD-BPHTB-KBT Nama & Alamat Letak Tanah dan/ NPWPD Pokok BPHTB yang Sanksl Maslh Harus Dlterlmanya Keterangan 

Wajlb Pajak atau Bangunan Kurang Dibayar Administratlf Dlbayar SKPD-BPHTB-KBT 
Tanggal Nomor (Rp) (Rp) (Rp) OlehWP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Jumlah masa pajak ini 
Jumlah s.d masa pajak sebelumnya 
Jumlah s.d masa paiak ini 

Amlapura, ........................... 20 ..... 
Mengetahui 

Kepala Bidang PPTK) 
Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kasubid ........ 

Nama Nama 
NIP .................................... NIP ............................. 

Model 8 -08 



' 

853 
DAFTARSURATTEGURAN 

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 
MASA: TAHUN: 

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

JL. Kapten Jaya Tirta No 10, Telp. No. (0363) 21548, Fax. No. (0363) 22102 
AMLAPURA-80811 

No 

t 

Surat Teguran Inl 

Nomor Tanqqal 
2 3 

Surat Teguran 
Sebelumnya 

Nomor Tangaal 
4 5 

Nama & Alamat 
Wajlb Pajak 

6 

Letak Tanah/ 
Bangunan 

7 

NPWPD 

8 

Pokok BPHTB 
yang Kurang 
DIbayar (Rp) 

9 

Sanksl 
Adminlstratlf 

(Rp) 
10 

BPHTB yang 
Mash Harus 
Dlbayar (Rp) 

11 

Tgl. Jatuh 
Tempo 

12 

Disetujui 
Kepala Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Karangasem 

Nama 
NIP ..•..•.............................. 

Model B - 09 

Mengetahui 
Kepala Bidang.......... 

Nama 
NIP . 

Amlapura, 20 .•• 

Kasubid . 

Nama 
NIP ............•..•.•.•......... 



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM 
BADANPENGELOLAKEUANGANDANASETDAERAH 
JL. Kapten Jaya Tirta No 10, Telp. No. (0363) 21548, Fax. No. (0363) 22102 

AMLAPUR A-80811 

DAFTARSURATPAKSA 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

MASA: TAHUN : 

Surat Paksa Surat Teguran Nama & Alamat Letak Tanah/ Jumlah Tgl. Jatuh 
No Terakhlr Wajib Pajak Bangunan NPWPD Tunggakan Tempo Keterangan 

Nomor Tanggal Nomor Tanggal BPHTB (RD) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Disetujui 
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Karangasem 

Nama 
NIP ...............•.................... 

Model8- 10 

Mengetahui 
Kepala Bidang . 

Nama 
NIP . 

Amlapura, 20 ... 

Kasubid . 

Nama 
NIP . 


